
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1 Q!iO tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'1 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomur 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

menetapkan Peraturan Walikota. Semarang tentang 
Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota 
Semarang; 

sebagaimana 
maka perlu 

Mr.ngingal 

Mcnimbang a. bahwa dalam rangka mengef ektifkan pelayanan 
pengaduan terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan 
pengelolaan pengaduan masyara kat; 

b. bahwa Peratu.ran Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pembentukan Pusat Penanganan 
Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 
sehingga perlu ditinjau kernbali; 
bahwa bcrda~rkun pertimbangan 
dimaksud huruf a dan huruf b, 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIK01A SEMARANG 
PROVINST .JAWA TENGAH 

Pt.£RATURAN WALTKOTA SEMARANG 
NOMOR 31 TI\HUN 2014 

TENT ANG 

PUSAT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 
KOTA SEMARANG 

/ / 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038); 

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 t~nt~n.g 
Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 
Nomor 82, Tumbuhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

S. Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1976 tcntang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat H Semarang 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tcntang 
Pembentukan Kecamatari di Wilayah Kabupaten 
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 8g); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan 
Dacrah Kabupaten/Ko1:a [Lernbarsm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Ta.hun 201?. tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

10. Peraturan Preaidcn Nomor 76 Tahun 2013 tcntang 
Pcngelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman 
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi 
Instansi Pernerintah; 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kot.a Semarang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyclenggara pemerint.ahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TENTANG PUSAT 
MASYARAKAT KOTA 

WALIKOTA 
PENGADUAN 

PERATURAN 
PENGELOLAAN 
SEMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 33 
TA hun 2011 ten tang Pedoman Fasilitasi Pengaduan 
Di Lingkunga.c1 Kementerian Dalarn Negeri Dan 
Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 484); 

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Keweno.ngan Pemerintahan Da~ra h Kota 
Sem.aran~ [Lernbaran Daerah Kota ScmarRng 
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 18); 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Dan · Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kolts. Serna rang (Lcmbaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 21); 

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Sekretariat 
Daeruh Kota Semarang [Berita Daeruh Kota Semarang 
Tahun 2008 Nomor 21); 

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat 
Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang; 
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P3M mempunyai tugas menerima, mengelola, mengklarifikasi, monitoring 
clan mengevaluasi serta mengkonfirmasikan pengaduan masyarakat. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

(1) P3M adalah lembaga yang membantu Walikota dalam 
mengkoordinasikan, mengklarifikasikan dan mengcndalikan 
pengelolaan pengaduan masyarakat. 

(2) P3M dipimpin oleh Asisten Administrasi Urrurrn ~~kn::taris; Daerah 
yang berkedudukan dihawah dan hr.rtnnggung jawnb kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

6. Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
P3M adalah Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang. 

7. Pengclolaan pcngaduan adalah kcgiatan pcnanganan pcngaduan 
sesuai dengan rnekanisrne dan tatacara pcngclolaan pcngaduan. 

8. Pengclola pcngaduan. masyarakat yang sclaniutnya discbut Pcngclola 
adalah pejabat, pegawal, atau orang yang ditugasken untuk mengelola 
pengadu.an masyarakat pada setiap penyelenggaraan pelayanan 
publik. 

9. Pengadu adalah semua pihak baik orang pcrscorangan, kclompok 
maupun badan hrrkum yang mcnyampalkan pcngaduan kepada 
pengelola. 

10. Pengaduan adala.h penyampaian keluhan yang diaarnpaikan pengadu 
kepada pengelola atas pelayanan yang diberikan perangkat daerah 
yang diduga tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian 
kewajiba.n da.n/ a tau pelanggaran peraturan perundang-undangan, 

11. Pengaduan rnasyarakat adalah bcntuk pcncrapa11 pengawasan dnri 
masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis terhadap perangkat 
daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau 
keluhan/pengaduan yang bersifat mcmbangun yang merupakan 
kcwcnangan Pemerintah Daerah. 
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(1) Susunan Orgarrieaai P3M, tcrdiri dari: 
a. Pengarah; 
b. Pcnanggungjawab; 
c. Ketua; 
d. Wakil ketua; 
e. Sekretariat, terdiri dari: 

1) Kelompok Kerja Pengolahan Pengaduan; 
2) Kelompok Kerja Informasi dan Klarifikasi Pengadua.n; clan 
3) Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi. 

BAB III 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunnn Orgunisasi 
Pasal 5 

Untuk melaksunukun tugas sebagaimana dirnakaud dalarn PHsHl 3, P3M 

mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan rencana kcrja anggaran 

pengelolaan pengaduan rnasyarakat; 
h. pengkoordlnasian pelaksanaan tugas PJM; 
c. pelaksanaan penerimaan dan pengolahari dokumen serta 

penyampaian pengaduan kepada perangkat dacrah: 
d. penyelenggaraan pemberian rekomendasi kepada perangkat daerah 

yang berkaitan pengadtian masyarakat; 
e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

pengaduan masyarakat; 
f. pelaksanaan verifikaei pengaduan masyarakat; 
g. pelaksanaan klarifikasi penyelesaian pcngaduan masyarakat; 
h. pelaksa.naan konfirmasi penyelesaian pengaduan kepada pengadu; 
1. pelaksanaan informaai pengaduan masyarakat kepada pcrangkat 

daerah: 
j. pclaksanaan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat old1 

perangkat daerah; 
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan 

masyarakat; 
1. pelaksanaan pelaporan tugas P3M; dan 
m. pclaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Walikota sesuai deng.an 

bidang tugasnya. 

Pasal 4 



Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas clan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf e, huruf k dan 

hurufm. 

Bagian Keempat 
Ketua 

Pasal 8 

mengendalikan pclaksam:u:.1.n pengelolaa.n pe.ngaduan masyarakar, 

dan mengawasi pokok tu gas mempunyai Penanggungjawab 

Bagian Ketiga 
Penanggungjawab 

Pusal 7 

Pengarah mernpunyai tugas pokok m(;ng~rahkat:i. dan mcmblna 
pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Bagian Kedua 
Pengarah 
Pnsal 6 

(2) Pengarah dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l ] huruf a dan huruf b adalah Walikota dan Sekretaris Daerah. 

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pnda ayat (1) huruf c adalah Asisten 
Adrniniatraai Umum Sekreto.ris Daerch, dalo..m melakoanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Penanggungjawab. 

(4) Wakil Ketua sebagaiman» dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 
Kepala Bagian Organisasi Sckrctariat DR.r.rFl h, dn lam rneln kscnnkan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua, 
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin 

oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Wakil Kctua. 

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 
Kepala Sub Bagian Kctatalaksanaan pada Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah. 

(7) Kelompok kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(8) Bagan Organisasi P3M sebagaimana tercantum dalarn Lampiran 
Peraturan ini. 
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Kelompok Kerja Pelaporan dan Monitoring Evaluasi mernpunyai tugas 

pokok monitoring dan evaluasimenginformasikan dan mengkonfirmasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b, huruf g1 huruf h dan huruf i. 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Kerja Monitoring clan Evaluasi 

Pasal 13 

Kelompok Kerja Informasi dan Klarifikasi Pengaduan mempunyai tugas 
pokok menginformasikan dan mengkonfirrnasikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi s~lxi.g:.:iirnana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf b, huruf r.1 

huruf h dan htrruf i. 

Bagian Kedclapan 

Kelompok Kerja Informasi dan Klariiikmsi Pcngaduan 
Pasal 12 

Kelompok Kerja Pengolah Pengaduan mempunyai tugas pokok menerima, 
memverifikasi, merekapitulasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf f. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Kerja Pengolah Pengaduan 

Pasal 11 

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencannkan, mensinkronisaei, 
mengkonfirmasikan pelaksanaan tugas dan Iungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf I. 

Bagian Keenam 
Sckretaris 
Pasal 10 

Wakil Ketua mcrnpunyai tug:u. pokok membantu Ketua untuk memimpm, 
mengkoordinasikan, monitoring dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf k 
dan hurufm. 

Bagian Kelirna 
Wakil Ketua 

Pasa19 



lll·~l·H'l'A DAERi\H KOTA S~~MARANG TAHUN 2014 NOMOR 31 

ADI TRI IIANANTO 

Drundangkan di scmarans 
pada tanggal 6 Oktober 2011, 
SEKRETARTS DAERAH 

KOTA SEMARANG 

HJ£NURAR PRIH./\DI 

Ditetapkan di s~marang 
padu Lnn~~al 6 Ok t o b c r 2014 

WALTKO "'EMARANG, 

Pcraturan Walikota irri rrrulai berlaku pada tanggal diuridungkun. 

Agar sot.iap orang rnengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Dacrah Korn 
Semarang. 

Dcngw I diterbitkunnva Peratursn Walikota 111i1 mn k:~ PMr:-i I ma n Walikotu 
Semuraru; Nnmor 11 Tahun :..?UCb I~,, In 11~ Pcmbcntukan PuuLLL 
Pcnanganan Pengaduan Pelaya mm Pu blik Kota Sernarung dicabut don 
din.yatakan tidak berlaku. 

RAnTV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 



HF:NDRAR PRIHADI 

POKJA MONITORING 
DJ\N EVALUASl 

I I 
POKJA PENGOLAH POKJAINFORMASIDAN 

PENGAOUAN KLARIFTKASI 
PENGADUAN 

SEKRF:TA!<IS 

PENANGGUNGJAWAI3 

I 
LKETUA 

I 
WAKIL KETUA 

I 

PENGARAH 

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGRLOLAAN PENGADUAN MASYAHAKAT 
KOTA SEM/\1:<f\NU 

LAMPlRAN 
PERATURAN WALlKOT/\ SEMARANG 
NOMOR 31 TAHUN 2014 
1'EN'l'ANG 
PUSAT PENGELOLMN PENGAUUAN 
MASYARAKJ\T KOTA SEM/\1:ffiNU 


